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The purpose of this study is to analyze the factors that support the existence of green open space 
in Tangerang City. The sampling technique used is a combination of purposive sampling and 
snowball sampling. Data collection is carried out by structured interviews and then analyze 
descriptively. The results show that each SKPD has understood the main tasks and functions and 
SOPs that had to be carried out, communication between the parties is running quite well. In 
order to fulfill human resource capacity, the Tangerang City Culture and Tourism Office conducts 
training activities for park police within a certain period of time. However, during the pandemic, 
there is a delay in the development of green open space due to a 50% budget cut from the 
government. This budget reduction also affects several green open spaces that are damaged and 
poorly maintained. Until now, there are no rules for destroying green open space facilities such 
as vandalism. Therefore, socialization needs to be carried out to the community in order to create 
mutual awareness of the importance of protecting green open spaces in Tangerang City. 
Keywords: city park, green open space, policy, urban forest. 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberadaan RTH 
di Kota Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni kombinasi antara metode 
purposive sampling dengan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
terstruktur dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masing-
masing SKPD telah memahami tupoksi dan SOP yang harus dijalankan, komunikasi antar pihak 
pun telah berjalan cukup baik. Dalam rangka pemenuhan kapasitas SDM, Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Tangerang melakukan kegiatan pelatihan bagi polisi taman dalam kurun 
waktu tertentu. Namun demikian, pada masa pandemi terjadi penundaan pembangunan RTH oleh 
karena adanya pemotongan anggaran sebesar 50% dari pemerintah. Pengurangan anggaran ini 
juga berdampak pada beberapa fasilitas RTH yang rusak dan kurang terawat. Hingga kini, belum 
ada aturan bagi para perusak fasilitas RTH seperti kegiatan vandalism. Oleh sebab itu, 
sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat guna mewujudkan kesadaran bersama akan 
pentingnya menjaga lingkungan RTH di Kota Tangerang. 
Kata kunci: kebijakan, hutan kota, ruang terbuka hijau, taman kota. 
PENDAHULUAN 
Pertumbuhan penduduk di wilayah 
perkotaan semakin hari semakin tak 
terkendali. Seperti di Kota Tangerang, 
tercatat hingga tahun 2018 jumlah 
penduduk di kota yang dikenal dengan 
istilah kota industri ini mencapai 2.185.304 
jiwa. Bahkan, diketahui laju pertumbuhan 
penduduk dari Tahun 2017-2018 sebesar 
2,1% (BPS Kota Tangerang, 2018). Jumlah 
tersebut akan selalu bertambah mengingat 
banyaknya penduduk yang memutuskan 
untuk pindah dan menetap dari desa ke kota 
(Setyani et al., 2017). Hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh taraf hidup yang lebih baik 
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(Harahap, 2013). Selain itu, meningkatnya 
laju pertumbuhan penduduk setiap 
tahunnya turut mendorong aktivitas 
pembangunan dan pemanfaatan ruang-
ruang di kawasan perkotaan 
(Syamdermawan et al., 2012; Subandi et 
al., 2017). 
Bertambahnya jumlah penduduk 
dalam arus urbanisasi selaras dengan 
banyaknya kendaraan dan kawasan 
industri. Berdasarkan Data BPS Kota 
Tangerang Tahun 2018, diketahui jumlah 
industri yang tersebar di berbagai 
kecamatan di Kota Tangerang sebanyak 
638 baik itu industri skala besar maupun 
skala sedang. Kondisi tersebut bersamaan 
dengan peningkatan jumlah kendaraan 
bermotor yang berdampak pada tingginya 
jumlah polusi udara (Harahap, 2013). Oleh 
sebab itu, menurut Abdullah & 
Boedisantoso (2019) diperlukan 
penambahan uang Terbuka Hijau (RTH) 
dalam jumlah besar untuk 
menyeimbangkan banyaknya jumlah 
transportasi dan industri penyumbang emisi 
gas CO2. 
Penataan ruang wilayah Kota 
Tangerang diatur dalam Peraturan Daerah 
Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Tangerang tahun 2012-2032. Dalam 
kebijakan ini dikatakan bahwa jumlah 
proporsi lahan yang wajib dijadikan areal 
RTH di Kota Tangerang minimal 30% dari 
luasannya yang terdiri dari RTH Publik dan 
RTH Privat. Aturan tersebut kemudian 
diperbaharui dengan diterbitkannya 
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 
6 Tahun 2019. Maka dari itu, dalam 
mewujudkan keberlangsungan RTH yang 
tepat guna diperlukannya perencanaan dan 
pengelolaan yang sesuai RTH berperan 
penting sebagai paru-paru areal kota (Alifia 
& Purnomo, 2016). Faktanya di alpangan 
menunjukkan bahwa pembangunan dan 
penyediaan RTH di Kota Tangerang masih 
belum memenuhi jumlah luasan RTH di 
suatu kota. Menurut Imansari & 
Khadiyanta (2015) hingga tahun 2015 
jumlah luasan RTH di Kota Tangerang 
masih kurang dari 10%. Jumlah tersebut 
masih belum memenuhi kriteria minimum 
sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 
Tentang Penataan Ruang.  
Belum terpenuhinya kebutuhan RTH 
di Kota Tangerang menjadi perhatian 
khusus bagi para impelementor kebijakan 
RTH. Berdasarkan hal tersebut, menurut 
Teori Edwards III (1980) dan Wahyudi 
(2016) beberapa variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi 
kebijakan antara lain: 1). keefektifan 
komunikasi untuk memudahkan proses 
penyampaian informasi antar implementor 
kebijakan, komunikasi juga menjadi hal 
penting agar tidak terjadi kesalahpahaman 
persepsi antar pihak; 2). sumberdaya yang 
digunakan menjadi hal yang tidak kalah 
penting dalam pelaksanaan kebijakan, 
sebab dari hal ini dapat diketahui sejauh 
mana konsistensi dan tanggung jawab para 
implementor kebijakan dalam melakukan 
pekerjaan yang efektif; 3). selanjutnya 
adalah disposisi impelentor, disposisi dapat 
diartikan sebagai kecenderungan para 
implementor kebijakan untuk mampu 
melaksanakan kebijakan secara sungguh-
sungguh sehingga mengetahui apa saja 
yang harus dilakukan; 4). variabel yang 
terakhir adalah struktur birokrasi dalam hal 
ini adalah ketepatan Standard Operational 
Procedure (SOP), karena implementasi 
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kebijakan bersifat kompleks sehingga 
dibutuhkan keseragaman dalam 
penerapannya. Melalui SOP diharapkan 
dapat menjadi pedoman bagi para 
implementor kebijakan dalam 
mengefektifkan waktu yang tersedia dan 
menjadi acuan dalam memecahkan 
permasalahan yang ada. Mengacu pada hal 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang 
mendukung keberadaan RTH di Kota 
Tangerang sehingga dapat diketahui apa 
saja kendala implementor dalam 
mencukupi kebutuhan RTH. 
METODE PENELITIAN 
Pengambilan data penelitian ini 
dilakukan dari bulan Oktober-Desember 
2020 yang berlokasi di Lingkungan Kerja 
Pemerintahan Daerah Kota Tangerang, 
Provinsi Banten. Adapun alat dan bahan 
yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain: panduan wawancara, alat tulis, alat 
perekam suara, kamera, laptop, aplikasi 
software microsoft office, serta dokumen-
dokumen terkait kebijakan Tata Ruang dan 
RTH. Objek penelitian ini adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kota Tangerang, Dinas 
Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang, 
dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Tangerang. 
Pemilihan obyek penelitian tersebut 
mengacu pada pernyataan Sugiyono (2012) 
bahwa peneliti dapat menetapkan sendiri 
obyek penelitian untuk mendapatkan 
informasi yang relevan dengan penelitian 
sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 
Metode yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah perpaduan 
antara purposive sampling dengan 
snowball sampling. Purposive sampling, 
yaitu cara pengambilan sampel 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu, dalam hal ini orang-orang yang 
concern dibidang kebijakan RTH di Kota 
Tangerang (Ferdinand, 2011). Kemudian, 
metode tersebut dikombinasikan dengan 
snowball sampling yakni pemilihan sampel 
berdasarkan hubungan dan garis 
keterkaitan antar satu pihak dengan pihak 
lain sampai data dianggap telah cukup 
(Sugiyono, 2012). 
Objek dalam penelitian ini 
diantaranya: Badan Perenanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota 
Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup (LH) 
Kota Tangerang, dan Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar) Kota 
Tangerang. Pada proses pengumpulan data, 
peneliti menggunakan metode wawancara 
dengan pertanyaan terstruktur yang telah 
dibuat sebelumnya. Data yang telah 
dikumpulkan kemudian dianalisis secara 
deskriptif dengan cara mempelajari dan 
membandingkan data yang didapat dengan 
kondisi faktual di lapangan secara 
sistematis (Nazir, 2011). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi RTH Kota Tangerang 
Luasan RTH terbangun di Kota 
Tangerang sampai dengan tahun 2019 
hanya sebesar 1.489 ha atau sekitar 8,11%. 
Jumlah tersebut tentu masih kurang dari 
target pembangunan RTH pada Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 
Tangerang Tahun 2012-2032 yang 
menargetkan sekurang-kurangnya 
membangun RTH seluas 30% dari luas 
Kota Tangerang atau setara dengan 
5.504,68 ha. Artinya, untuk mencapai 
standar minimum kebijakan yang berlaku, 
Kota Tangerang membutuhkan RTH seluas 
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4.015,68 ha. Perhitungan proporsi lahan 
RTH di atas dihitung berdasarkan rumus 
pendekatan luasan wilayah Kota 
Tangerang (Mbele & Setiawan, 2015). 
Penyebab utama belum tercapainya 
target pembangunan RTH tersebut 
disebabkan oleh semakin tingginya laju alih 
fungsi lahan menjadi bangunan industri dan 
permukiman yang berakibat pada semakin 
sedikitnya lahan kosong. Problematika ini 
menjadi persoalan yang tidak pernah lepas 
dari areal urban. Dengan demikian, 
pembangunan RTH di areal metropolitan 
seringkali terkendala dengan lahan kosong 
yang semakin menyempit. Perencanaannya 
pun membutuhkan strategi dan 
pengembangan khusus agar dapat 
membatas pembangunan secara berlebihan 
(Shani & Kurniawan, 2015). 
Menurut Nurhayati (2012), salah satu 
upaya yang dapat dilakukan dalam 
menyiasati keterbatasan lahan untuk 
peruntukan RTH, pengelola harus 
mengoptimalkan penggunaan lahan yang 
ada, misalnya vertical garden atu root 
garden. Langkah tersebut menjadi 
alternatif dalam mengefisienkan 
pemanfaatan RTH. Kondisi beberapa RTH 
publik di Kota Tangerang dapat dilihat 
pada Gambar 1.  
(a) (b) 
(c) (d) 
Gambar 1. Kondisi RTH Publik (A) Hutan Kota Tangerang, (B)Taman Pramuka, 
(C) Taman Bambu dan (D) Taman Kupu-kupu dan Kelinci (the condition 
of public green open space (A) Urban forest of Tangerang (B) Scout Park, 
(C) Bamboo Park and, (D) Butterfly and Rabbit Park. 
 
Jenis-jenis Tanaman di Hutan Kota 
Tangerang 
Keberadaan jenis-jenis tanaman di 
RTH Kota Tangerang khususnya Hutan 
Kota dianggap sangat penting oleh 
masyarakat, karena fungsinya dapat 
mempersejuk lingkungan, menciptakan 
kenyamanan dan memperindah Kota 
Tangerang. Selain itu, pembangunan hutan 
kota juga akan berjalan efektif apabila 
jenis-jenis vegetasi yang ditanam mampu 
menyerap emisi karbondioksida (CO2) 
(Endes, 2011). Pernyataan tersebut sejalan 
dengan Purwasi et al., (2013) yang 
mengatakan bahwa dalam 
mengoptimalkan fungsi hutan kota, 
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pemilihan jenis tanaman penyusunnya 
harus benar-benar dilakukan secara 
selektif.  
Berdasarkan data Disbudpar Kota 
Tangerang, jenis-jenis tanaman pengisi 
Hutan Kota Tangerang antara lain: 
Trembesi (Samanea saman), Mahoni 
(Swietenia macrophylla), Dadap 
(Erythrina variegata), Pohon Pelangi/Leda 
(Eucalyptus deglupta), Flamboyan 
(Delonix regia), Angsana (Pterocarpus 
indicus), Glodokan Tiang (Polyalthia 
longifolia), Pangsor (Ficus callosa), Palem 
Putri (Roystonea regia), Sirih Gading 
(Epipremnum aureum), Hanjuang 
(Cordyline fruticosa ), Pucuk Merah 
(Syzygium paniculatum), dan jenis-jenis 
liana serta palem-paleman. Jika dilihat dari 
manfaatnya, jenis-jenis tanaman RTH di 
Hutan Kota Tangerang yang cukup 
beragam dianggap telah sesuai dengan 
standar ketentuan penyediaan RTH karena 
dapat berfungsi sebagai peneduh, meredam 
kebisingan, dan penjerap debu serta polusi 
(Miranti et al., 2015). Keberagaman jenis-
jenis tumbuhan berpotensi dalam 
menurunkan suhu udara (Ahmad et al., 
2012) dan mereduksi CO2 di udara 
(Rambarradellangga et al., 2018). Dalam 
pengembangannya RTH, pemilihan 
vegetasi penyusun harus dipilih secara 
selektif dan sebaiknya dipilih jenis-jenis 
tanaman yang memiliki tajuk lebat untuk 
memenuhi kebutuhan oksigen di wiayah 
kota (Ulfa & Fazriyas, 2020). 
Tidak hanya pemilihan jenis-jenis 
tanaman penyusun. Pengelola juga perlu 
melakukan penataan kembali mengenai 
jarak tanam dengan mengombinasikan 
pohon, semak, perdu, dan cover crop, 
karena semakin rapat jarak tanam maka 
semakin maksimal pula kapasitas dan 
kualitas suatu RTH dalam penyerapan 
polusi (Laksmiwati et al., 2012). Selain 
berpengaruh terhadap daya serap polusi, 
kerapatan vegetasi juga berpengaruh nyata 
dengan temperatur udara (Choirunnisa et 
al., 2017). jika kerapatan tegakan pohon 
semakin tinggi, maka suhu udara di bawah 
pohon akan semakin rendah (Sulistyana et 
al., 2017). Pendapat didukung oleh hasil 
penelitian Sapariyanto et al,. (2016) yang 
menyatakan bahwa terdapat korelasi antara 
kondisi tanaman RTH yang baik dengan 
penurunan suhu udara. Bersamaan dengan 
penurunan suhu udara, kerapatan tanaman 
juga berpengaruh signifikan terhadap 
kelembaban udara. Sehingga, dapat 
menambah kesan sejuk dan menenangkan 
di lingkungan hutan kota (Evert et al., 
2017).  
Faktor-faktor yang Mendukung 
Keberadaan RTH di Kota Tangerang 
1. Komunikasi antar pihak 
Komunikasi menjadi salah satu aspek 
vital dalam membangun kerja sama antar 
berbagai pihak baik itu dalam kegiatan 
formal maupun informal. Jika komunikasi 
tidak terjalin dengan baik, dikhawatirkan 
akan menghambat pencapaian tujuan. 
Menurut Ramdhani & Suryadi (2005), 
kemampuan berkomunikasi dibutuhkan 
agar setiap pihak yang terlibat dapat 
bertukar pikiran untuk menemukan titik 
temu kesepahaman dan menemukan cara 
dalam memecahkan suatu permasalahan.  
Pembangunan RTH di Kota 
Tangerang disesuaikan dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang. 
Untuk merealisasikan terbangunnya RTH 
publik, berbagai tahapan dilalui mulai dari 
perencanaan, pembangunan, hingga 
JURNAL TENGKAWANG (2021) 





pengelolaan dan pemeliharaan. Oleh sebab 
itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar 
implementor agar mengefektifkan 
penyampaian informasi. Dari hasil 
penelitian, diketahui bahwa masing-masing 
implementor telah cukup baik dalam 
memahami apa saja peran serta tugasnya. 
Koordinasi dalam pembangunan RTH 
berawal dari Bappeda Kota Tangerang 
yang bekerja sama dengan Dinas PUPR 
Kota Tangerang, koordinasi ini 
menghasilkan keputusan perencanaan 
pembangunan RTH dengan 
mempertimbangkan kesesuaian lokasi. 
Keputusan tersebut selanjutnya diserahkan 
kepada Dinas LH untuk kemudian dikaji 
terlebih dahulu apakah lokasi tersebut telah 
memenuhi syarat dengan melihat faktor-
faktor yang menjadi penentu pembangunan 
RTH. Jika lokasi hijau yang akan dibangun 
sebagai RTH merupakan milik 
perseorangan, Dinas LH Kota Tangerang 
bertugas dalam negosiasi pembebasan 
lahan tersebut. yang selanjutnya realisasi 
tahap pembangunan dilakukan oleh 
Disbudpar Kota Tangerang. Koordinasi 
yang dilakukan oleh para implementor 
tidak berhenti sampai di sini dan terus 
berlanjut hingga pengelolaan RTH.  
Selain pengelolaan, penentuan jenis-
jenis tanaman pun perlu dikomunikasikan 
bersama. Menurut Empay Nur Hidayat 
selaku Kepala Seksi Pembangunan dan 
Pemeliharaan RTH Disbudpar “sejauh ini 
SKPD yang menentukan jenis-jenis 
tanaman untuk RTH hanya Disbudpar”. 
Padahal, untuk menentukan jenis-jenis 
tanaman yang ideal tentu harus melibatkan 
berbagai pihak yang memang berkompeten 
di bidang lingkungan seperti Dinas LH. 
Karena, rekomendasi pemilihan komposisi 
tanaman untuk RTH utamanya dipilih yang 
tingkat toleransi terhadap pencemar 
udaranya tinggi (Ergantara & Khikmawati, 
2020). 
2. Sumberdaya yang Digunakan 
Tidak hanya komunikasi, sumberdaya 
juga menjadi aspek yang krusial dalam 
setiap perencanaan pembangunan. Bahkan, 
jika sumberdaya tidak mendukung, 
pelaksanaan program menjadi tertunda. 
Menurut Miranti et al., (2015) sumberdaya 
dapat dibedakan menjadi 2, yakni: 
sumberdaya manusia dan sumberdaya 
finansial. Kedua sumberdaya tersebut 
saling memengaruhi karena sebagai 
fondasi utama dalam mewujudkan 
sustainable development.  
Keseluruhan biaya pembangunan dan 
pengelolaan RTH di Kota Tangerang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. 
Besaran dana yang dianggarkan untuk 
keperluan RTH tiap tahunnya berbeda-
beda, bergantung pada pertimbangan 
DPRD Kota Tangerang ditinjau dari 
proposal yang telah diajukan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait 
dan hasil evaluasi pencapaian tahun 
sebelumnya. Pemerintah Kota Tangerang. 
Berdasarkan data yang telah didapat, pada 
Tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang 
menggelontorkan dana ratusan juta hingga 
milyaran untuk keperluan RTH. Dana 
tersebut mencakup biaya pembebasan 
lahan, biaya pembangunan RTH, 
pengadaan sarana dan prasarana, 
pengadaan tanaman, upah petugas 
kebersihan, kendaraan untuk menyiram 
tanaman, dan biaya operasional 
pemeliharaan RTH lainnya. 
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Eka selaku Kepala Seksi Pengendalian 
Kerusakan Lingkungan Dinas LH 
mengatakan “Dinas LH sendiri selain 
bertugas dalam pengelolaan juga berperan 
dalam pembebasan lahan yang akan 
dijadikan RTH. Anggaran yang diberikan 
untuk pembebasan lahan digunakan untuk 
pembelian lahan dan membayar tim penilai 
tanah. Sebenarnya untuk anggaran ini 
tidak ada kendala, Namun, yang menjadi 
kendala adalah belum terpenuhinya 
kelengkapan administrasi lahan tersebut. 
Lahan yang dibebaskan akan dibayar 
setelah adanya kesepakatan antar tim 
penilai tanah, perwakilan Dinas LH, dan 
pemilik lahan”. 
Empay Nur Hidayat selaku Kepala 
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
RTH Disbudpar Kota Tangerang 
mengatakan “Dana yang sudah 
dianggarkan ditahun sebelumnya dirasa 
sudah cukup. Hanya saja, dikarenakan 
Tahun 2020 ini ada penyebaran virus 
Covid-19, pemerintah memotong kurang 
lebih 50% anggaran RTH untuk keperluan 
pengadaan alat-alat kesehatan seperti: 
masker, alat pelindung diri (APD), hand 
sanitizer, biaya perawatan pasien covid, 
dan lain sebagainya. Sehingga, terjadi 
penundaan pembangunan RTH 
dikarenakan anggaran selama masa 
pandemi diprioritaskan untuk biaya 
operasional dan kebersihan. Bahkan, upah 
petugas kebersihan terpaksa harus 
dikurangi sebesar 30%”.  
Fakta di lapangan menunjukkan, tidak 
semua fasilitas yang ada di hutan kota dan 
taman kota terawat dengan baik. Seperti di 
Taman Kupu-kupu dan Kelinci, fasilitas 
pengisi daya handphone rusak dan tidak 
bisa terpakai lagi, terlihat dari kondisinya 
yang sudah usang dan berkarat. Selain itu, 
di lokasi yang sama terdapat sampah yang 
berserakan di selokan air. Hal serupa juga 
ditemukan di Hutan Kota Tangerang, 
sampah-sampah terlihat mengapung di 
pintu air areal Hutan Kota Tangerang. 
Diperlukan penyusunan strategi untuk 
peningkatan fungsi fasilitas agar 
mengoptimalkan jumlah kunjungan 
(Febryano & Rusita, 2018). Sebab, dalam 
RTRW Kota, berapapun luas RTH yang 
dibangun jika tidak diimbangi dengan 
kualitas yang baik maka fungsinya tidak 
akan berpengaruh nyata (Rahmy et al., 
2012). 
Pelaksanaan pembangunan RTH tentu 
membutuhkan sumberdaya manusia yang 
berkualitas dan berkompeten dibidangnya 
(Nurhanafi et al., 2016). Jumlah tenaga 
kerja yang tercukupi merupakan aspek 
yang tidak kalah penting dalam eksistensi 
hutan. Selain itu, pengelolaan SDM juga 
perlu diperhatikan agar dapat 
mengefisiensikan sumberdaya semaksimal 
mungkin (Wulandari, 2013). Formasi 
pegawai yang bekerja di Bappeda, Dinas 
LH, dan Disbudpar telah telah memenuhi 
syarat keahlian yang dibutuhkan. Dengan 
demikian, masing-masing pegawai dapat 
melaksanakan tugasnya dengan cukup baik 
dan sesuai dengan yang diarahkan. Selain 
itu, Dinas LH dan Disbudpar juga memiliki 
polisi taman yang bertugas sebagai 
pemelihara lingkungan RTH Publik dengan 
membersihkan areal RTH, menyiram 
tanaman yang ada di RTH, memotong 
rumput-rumput liar, dan lain sebagainya. 
Empay Nur Hidayat selaku Kepala 
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 
RTH Disbudpar Kota Tangerang 
mengatakan “Penambahan kapasitas SDM 
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biasanya diadakan untuk polisi taman, 
yang tadinya belum memiliki keterampilan 
dilatih sampai setidaknya bertambah 
kemampuannya. Biasanya kegiatan yang 
dilakukan, yakni: pelatihan melukis/mural 
art dan pelatihan alat pertukangan. Jumlah 
anggota polisi taman rencananya akan 
ditambah, yang semula berjumlah 57 
orang, akan ditambah 3 orang menjadi 61 
orang. Penambahan jumlah polisi taman 
ini sendiri diharapkan akan berpengaruh 
baik dengan semakin terawatnya fasilitas 
dan kebersihan pun terjaga”.  
3. Disposisi Implementor 
Disposisi merupakan sikap dan 
komitmen para implementor RTH dalam 
merealisasikan pembangunan RTH. Hal ini 
berguna untuk mengetahui konsistensi 
implementor dalam bekerjasama mencapai 
tujuan (Miranti et al., 2015). Disposisi 
berpengaruh dalam menentukan berhasil 
atau tidaknya pelaksanaan sebuah program 
(Dewi & Agustina, 2020). Sejauh ini, 
seluruh SKPD yang terlibat dalam 
pembangunan dan pemeliharaan RTH 
berpegang teguh pada pedoman RTRW 
yang telah dibuat.  
Setiap kegiatan yang berkaitan dengan 
RTH selalu diadakan monitoring dan 
evaluasi untuk mengawasi jalannya 
program RTRW Kota Tangerang. 
Monitoring dan evaluasi di Bappeda 
dilakukan setiap akhir tahun oleh bagian 
pengendalian dan pengawasan, dalam 
bentuk dokumen pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan. Berbeda halnya 
dengan Bappeda, Disbudpar selalu 
mengadakan monitoring dan evaluasi 
setiap bulan secara menyeluruh, apakah 
kondisi RTH masih dalam keadaan baik, 
apa saja fasilitas yang perlu diperbaiki atau 
ditambah jumlahnya. Akan tetapi, 
pelaksanaan evaluasi ini harus terlebih 
dahulu direncanakan, tidak spontan begitu 
saja. Namun, ternyata sosialisasi kepada 
masyarakat akan pentingnya RTH sampai 
saat ini belum dilakukan. Sehingga masih 
banyak masyarakat yang belum paham 
fungsi dari RTH. Padahal, sosialisasi ini 
penting untuk turut mendukung terciptanya 
kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungan. Seperti yang tercantum pada 
Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 
disebutkan bahwa pemberian informasi 
tentang RTH sangat diperlukan guna 
membentuk pengetahuan publik akan 
pentingnya RTH. 
4. Ketepatan Prosedur 
Pada dasarnya, setiap pelaksanaan 
suatu program membutuhkan Standard 
Operating Procedure (SOP). Fungsi dari 
SOP sebagai acuan dalam pengambilan 
keputusan agar kegiatan berjalan sistematis 
dan terarah (Tambunan, 2013). Masing-
masing pihak yang tutur serta dalam 
pelaksanaan pembangunan RTH di Kota 
Tangerang wajib menjalankan tugas sesuai 
dengan SOP yang telah ditentukan. Adapun 
hasil yang didapat dilihat dari ketepatan 
prosedur adalah sebagai berikut: 1). Setiap 
harinya, masing-masing bidang di SKPD 
menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi 
yang telah ditetapkan dapat dilihat dari 
kejelasan pembagian bidang-bidang yang 
mengurusi RTH. 2). Segala urusan yang 
berkaitan RTH selalu mengutamakan SOP 
yang ada. Misalnya terjadi pelanggaran 
berupa vandalism atau mencoret tembok 
fasilitas RTH secara illegal, biasanya 
Disbudpar bersama Satpol PP melakukan 
razia bagi para oknum vandalism tersebut 
dengan mendata, dan memberikan imbauan 
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atau peringatan. Sejauh ini, belum ada 
sanksi tegas terkait vandalism ini. Maka 
dari itu, sebaiknya para implementor 
membuat aturan tertulis terkait apa saja hal-
hal yang tidak boleh dilanggar dalam 
lingkungan RTH di Kota Tangerang. 
KESIMPULAN 
Koordinasi yang terjalin antar SKPD 
telah berjalan cukup baik sehingga masing-
masing pihak memahami apa saja tupoksi 
dan SOP yang harus dijalankan. Selain itu, 
adanya penambahan kapasitas SDM 
petugas kebersihan (polisi taman) dengan 
dilakukannya pelatihan pertukangan secara 
rutin. Namun, selama masa pandemi, 
anggaran untuk keperluan RTH dikurangi 
hingga 50%. Hal tersebut berdampak pada 
penundaan pembangunan RTH dan kurang 
terawatnya beberapa fasilitas yang ada. 
Terkait aturan pelanggaran, sejauh ini 
belum adanya aturan tegas yang dibuat 
untuk para perusak fasilitas RTH. SKPD 
perlu memberi perhatian lebih dalam 
menjaga stabilitas kondisi sarana prasarana 
RTH. Sosialilasi pentingnya RTH juga 
sangat diperlukan agar tidak ada lagi 
masyarakat yang melakukan vandalism 
atau kegiatan lain yang dapat merusak 
kondisi lingkungan RTH.  
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